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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Arti kata hukum pidana 

      Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti 

hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh intansi yang berkuasa dilimpahkan kepada 

seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak 

sehari – hari dilimpahkan.
16

 

      Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya 

ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang 

bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu 

pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. 

 

2.2. Hukum pidana menurut para ahli. 

      Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat memberikan 

sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum 

pidana adalah tidak mudah. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana 

menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan deskripsi awal tentang 

hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli 

hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Menurut W.L.G. Lemaire. 

      Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah 

dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang 

bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana 

itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap 

tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam 

keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang 

bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
17

 

b. Menurut Simons. 

                                                           
      16 Wirjono Prodjodikoro, Asas – asas hukum pidana di Indonesia, refika aditama, 

Bandung, 2003, h. 1. 

      17 P.A.F. Lamintang, Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar baru, Bandung, 

1984, h. 1-2. 
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      Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana 

dalam arti objektif atau strafrecht in objectieve zin dan hukum pidana dalam 

arti subjektif atau strafrecht in subjectieve zin. 

      Hukum pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang 

berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale18. 

Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif  sebagai : 

a) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan 

nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; 

b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan 

pidana, dan; 

c) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan 

penerapan pidana.
19

 

      Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara 

luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :
20

 

a) Dalam arti luas : Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk  

mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. 

b) Dalam arti sempit : Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, 

menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. 

Jadi ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti 

subjektif (ius puniendi) yang merupakan peraturan yang mengatur hak 

negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan 

melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan 

perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari 

peraturanperaturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti 

objek tif (ius poenale). Dengan kata lain ius puniendi harus berdasarkan 

kepada ius poenale. 

c. Menurut W.F.C. van Hattum. 

      Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan 

peraturanperaturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum 

umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum 

                                                           
      18 Ibid, h. 3. 

      19 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 9. 

      20 Ibid, h. 10. 
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umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat 

melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-

peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus 

berupa hukuman.
21

 

d. Menurut Moeljatno. 

      Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 

a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 

b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.
22

 

e. Menurut Van Kan. 

      Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak 

menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-

norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan 

ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang 

bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah 

ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya 

adalah hukum sanksi (het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht).23
 

f. Menurut Pompe. 

      Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan 

terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah 

macamnya pidana itu.
24

 

g. Menurut Hazewinkel-Suringa. 

                                                           
      21 P.A.F. Lamintang, Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar baru, Bandung, 

1984, h. 2. 

     22 Moeljatno, Azaz – Azaz Hukum Pidana, 1982, h.1. 

       23 Ibid, h. 6. 

       24 Ibid, h. 5. 
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      Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung 

larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam 

dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.
25

 

h. Menurut Adami Chazawi. 

      Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi 

ketentuan-ketentuan tentang : 

a) Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan / berhubungan dengan 

larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif / positif maupun pasif / 

negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) 

bagi yang melanggar larangan itu. 

b) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si 

pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada 

larangan perbuatan yang dilanggarnya. 

c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui 

alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang 

disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka 

usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana 

terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus 

dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha 

melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam 

upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.
26

 

i. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi.
27

 

      Bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau political 

authority masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum 

adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. 

Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak 

dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah 

bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan 

memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-

dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan 

                                                           
      25 Andi Hamzah, Asas – asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, h. 4. 

      26 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002, h. 2. 

      27 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya, Jakarta, Alumni AHM – PTHM, 1982, h. 15-16. 
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keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan 

pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut 

dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara 

penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi 

tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup 

juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di 

antara pelbagai kepentingan atau keadilan. 

       Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran 

tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang 

mengatur tentang : 

a. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan. 

b. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. 

c. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan 

suatu perbuatan yang dilarang (delik). 

d. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana. 

 

2.3. Pemidanaan. 

      Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 

sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.  

      Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. 

Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :
28

 

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, 

peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang 

diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara 

bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang 

harus diperhatikan pada kesempatan itu. 

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai  

berikut:
29

 

                                                           
      28 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 

2. 

      29 Ibid, h. 10. 
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a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan 

pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk 

dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan 

hukuman ataas pelanggaran pidana. 

b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara 

mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang 

dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara 

bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh 

keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 

      Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi 

larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum 

pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan 

melaksanakan hukum pidana materil. 

      Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 

dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 

konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam 

masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana 

dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi 

berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 

      Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan 

dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan 

bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap 

terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar 

terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut: 

a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang. 

b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang. 

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 

 

2.4. Sistem Peradilan Pidana 

      Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukan 

mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar 

pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan 

segenap unsur yang terlbat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling 

berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui 

pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan 

merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. 
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      Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu 

open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan 

mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menegah 

(pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang - bidang kehidupan manusia, 

maka sistem peradlian pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface 

(interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat - 

peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem 

- subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice 

system). 

 

2.5. Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana 

      Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya: 

a. Mardjono Reksodiputro 

      Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan 

yang terdiri dari lembaga - lembaga kepolisian, Kejaksaan, 

pengadilan dan permasyarakatan terpidana.
30

 

      Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal 

justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan.
31

 Menanggulangi diartikan sebagai 

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas - batas toleransi 

masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas 

toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap 

suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. 

Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan 

tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, 

dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan. 

b. Muladi 

      Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) 

peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana 

utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil 

                                                           
      30 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada 

Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 1993, h. 1. 

      31 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif 

Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996. h. 15. 
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maupun hukum pelaksnaan pidana.
32

 Namun demikian 

kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau 

konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya 

untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada 

ketidakadilan.
33

 

c. Remington dan Ohlin 

      Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian 

pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan 

pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil 

interaksi antara peraturan perundang-undangan,praktik 

administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
34

 

      Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono 

Reksodiputro adalah :
35

 

a) Mencegah masyarakat menjadi objek/korban. 

b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga 

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang 

bersalah dipidana. 

c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan 

tidak mengulangi lagi kejahatannya. 

 

2.6. Asas - Asas Peradilan Pidana 

a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 

      Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya 

KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan 

kata - kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. 

Pencantuman peradilan cepat (contante justitie; speedy trial) didalam 

KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. 

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam 

KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang - Undang 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama 

untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) 

                                                           
      32 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, 1995, h. Viii dan 18. 

      33 Ibid, h. 4. 

      34Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif 

Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996. h. 14. 

      35 Ibid, h. 15. 
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merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pula dalam peradilan 

bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang - 

undang tersebut. 

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam 

KUHAP antara lain sebagai berikut :
36

 

a) Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 

ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal – pasal 

tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu 

penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka 

penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah 

mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi 

hukum. 

b) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk 

segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya 

pada waktu dimulai pemeriksaan. 

c) Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan 

atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut 

diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan 

penyidikan yang diperlukan. 

d) Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik. 

e) Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana 

selesai disidk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf 

b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut 

umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. 

f) Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan 

penyidik yang semuanya disertau dengan kata segera. Begitu 

pula Pasal 138. 

g) Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa : ”dalam hal penuntut 

umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat 

dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat 

surat dakwaan”. 

b. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) 

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara 

pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak 

pada Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan 

                                                           
      36 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 12. 
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penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan 

bahwa :
37

 

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau 

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 

sebelum ada putusan pengadilaan yang menyatakan kesalahannya 

dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih 

lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, 

pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka terdakwa 

belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak 

pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus 

mendapatkan hak - haknya sebagaimana diatur undang - undang. 

c. Asas oportunitas 

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas 

sebagai berikut :
38

 

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum 

untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat 

seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi 

kepentingan umum.” 

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum 

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan 

pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan 

praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan 

pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang menyatakan 

sebagai berikut :
39

 

Ayat (3) 

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang 

dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 

mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak - anak.” 

Ayat (4), yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan 

ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.” 

                                                           
      37 Ibid, h. 14. 

      38 Ibid, h. 20. 

      39 Ibid, h. 20. 
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Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat 

(4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur  dalam ayat (3) 

di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat 

hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.” 

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim 

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum priviligiatum 

atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia 

sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan 

hukum (equality before the law).
40

 Sebagaimana ditentukan Pasal 4 

ayat (1) Undang - Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan 

umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili 

menurut hukum dengan tidak membeda - bedakan orang”. 

f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum 

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang 

bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat 

kebebasan yang sangta luas. Kebebasan itu antar lain sebagai 

berikut:
41

 

a) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap 

atau ditahan. 

b) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat 

pemeriksaan. 

c) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada 

semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat. 

d) Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak 

didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik 

yang menyangkut keamanan negara. 

e) Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat 

hukum guna kepentingan pembelaan. 

f) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari 

tersangka/terdakwa. 

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan 

Pada asasnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan 

persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan 

                                                           
      40 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: 

Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, 

h. 17. 

      41 Ibid, h. 17. 
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saksi - saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa 

indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak mengenal 

pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan 

pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum 

perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari 

penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 

155 KUHAP, dan seterusnya.
42

 

 

2.7. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

      Setelah diundangkannya Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement 

(Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan 

bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen 

sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai 

kebijakan kriminal (criminalpolicy) maupun dalam praktik penegakan hukum, 

terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan.
43

 

a. Kepolisian 

      Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana 

merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana 

yang terjadi dalam masyarakat. Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian 

sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai 

dengan peraturan perundang - undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan 

Pasal 2 UU tersebut adalah : 

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat.” 

b. Kejaksaan 

      Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan 

perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan 

dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang - 

Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa : 

“ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang - 

undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.” 

                                                           
      42 Ibid, h. 18. 

      43 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif 

Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996. h. 24. 
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c. Pengadilan 

      Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, 

sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan 

lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang - Undang No. 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah 

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan 

kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan 

mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk 

mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk 

mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai 

dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP. 

d. Lembaga Pemasyarakatan 

      Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan 

dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan 

pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem 

peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak 

lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. 

 

2.8. Pengertian Alat bukti. 

     Yan Pramadya Puspa dalam “Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa 

Belanda  Indonesia Inggris” menuliskan : 

“Alat bukti adalah apa saja yang menurut Undang-undang dapat dipakai 

untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan)”.
44

  

      Pengertian alat bukti yang dikemukakan oleh Yan Pramadya Puspa 

tersebut diatas tidak dapat dimengerti bila kita tidak melihat macam-macam 

alat bukti yang telah ditentukan undang -undang, in cassu Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Pada hakekatnya kata “apa saja” 

dalam perumusan tersebut diatas hanya menunjuk pada apa yang telah 

tersirat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni:Alat bukti yang sah ialah : 

a. Keterangan saksi ; 

b. Keterangan ahli ; 

c. Surat ; 

d. Petunjuk ; 

e. Keterangan terdakwa ; 

      Kelima alat-alat bukti ini adalah merupakan dasar untuk dapat 

membuktikan benar atau tidaknya tuduhan.Pendapat yang hampir tidak 

                                                           
      44 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia 

Inggris, CV. Aneka Semarang Indonesia. H. 53. 
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berbeda dikemukakan oleh Subekti dan R. Tjitrosoedibio yang menuliskan 

sebagai berikut : 

“Alat bukti adalah segala apa saja yang menurut undang-undang dapat 

dipakai untuk membuktikan sesuatu”. 
45

 

      Dalam hubungannya dengan arti alat bukti maka R. Atang 

Ranoemiharja, SH, mengemukakan :  

“Yang dimaksudkan dengan alat bukti ialah alat-alat yang ada hubungannya 

dengan sesuatu kejahatan atau dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan 

sebagai bahan pembuktian yang menimbulkan keyakinan hakim atas 

kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh”.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tidak menyebutkan 

tentang arti alat bukti itu sendiri tetapi hanya memperinci tentang macam-

macam alat bukti yang sah seperti telah diuraikan sebelumnya yakni pasal 

184 ayat (1). 

 

2.9. Alat bukti dan kekuatan pembuktian. 

      Bagaimanapun diubah-ubah alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam 

KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya 

sama dengan ketentuan dalam Ned. strafvordering yang mirip pula dengan alat 

bukti di negara-negara Eropa Kontinental. 

      Penyusunan alat-alat bukti negara-negara common law seperti Amerika Serikat 

lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut 

Criminal Procedure Law Amerika Serikat yang disebut forms of evidence terdiri 

dari :  

a. Real evidence (bukti sungguhan). 

b. Documentary evidence (bukti dokumenter). 

c. Testmonial evidence (bukti kesaksian). 

d. Judicial evidence (pengamatan hakim). 

      Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli 

digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain daripada yang tercantum dalam 

KUHAP kita, ialah real evidence yang berupa objek materiil (materiil object) yang 

meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan 

permata, televisi dan lain-lain. Benda-benda ini berwujud. Real evidence ini biasa 

                                                           
      45 Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pratnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 12. 
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disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (speaks for it self). Bukti bentuk ini 

dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain.
46

 

      Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita 

(dari Belanda), yang biasa disebut “barang bukti”. Barang bukti berupa objek 

materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dari terdakwa). 

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti 

baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang 

dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” menjadi 

keterangan terdakwa. 

 

2.10. Pembuktian dalam persidangan kasus pidana. 

      Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang 

mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut 

dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta 

kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.
47

  

      Dasar  hukum  tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada 

pasal 183 - 189 KUHAP. Menurut pasal 184  KUHAP,  alat  bukti  dalam  perkara  

pidana  bisa  berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat,  petunjuk  dan 

keterangan  terdakwa.  Hal - hal  yang  sudah  diketahui  umum, tidak perlu 

dibuktikan  lagi.  Pada  prinsipnya,  penggunaan  alat  bukti  saksi  dan  surat dalam 

hukum acara pidana  tidak  berbeda  dengan  hukum  acara  perdata, baik dalam 

bentuk maupun kekuatannya. 

Berikut mengenai alat bukti yang telah diatur di dalam KUHAP : 

2.10.1. Keterangan saksi 

      Di dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP menentukan bahwa : 

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang 

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang 

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 

menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. 

                                                           
      46 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua, (Jakarta,Sinar Grafika, 

1993), h. 258-259. 

      47 Hari Sasangka, Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Bandung, 

Mandar Maju, 2003), h. 10.   
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      Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 26 

KUHAP, menentukan bahwa : 

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri”. 

      Pasal 1 butir 26 tersebut diatas hanya menyebutkan tentang 

orang yang dapat memberikan keterangan. Menyimak klausula ini, 

tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat 

memberikan keterangan sebagai saksi. Memang dalam KUHAP 

sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian untuk 

menjadi saksi. Pengecualian-pengecualian yang dimaksud antara lain 

diatur dalam Pasal 168, Pasal 170 dan Pasal 171 KUHAP. 

      Pengecualian-pengecualian menjadi saksi tersebut ditentukan 

dalam Pasal 168 KUHAP : 

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau 

kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-

sama sebagai terdakwa. 

b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, 

saudara ibu atau saudara bapak, juga karena yang mempunyai 

hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa 

sampai derajat ketiga. 

c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 

bersama-sama sebagai terdakwa. 

      Selanjutnya pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan 

dalam Pasal 170 KUHAP : 

a. Mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau 

pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta 

dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai 

saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. 

b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk 

permintaan tersebut. 

      Selanjutnya pengecualian-pengecualian yang ditentukan 

didalam Pasal 171 KUHAP, yang mengatur pengecualian 

keterangan tanpa sumpah yang diberikan oleh anak dibawah umur 
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lima belas tahun dan orang sakit ingatan. Ditentukan oleh Pasal 

tersebut, bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan 

tanpa sumpah, yakni : 

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum 

pernah kawin. 

b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 

ingatannya kembali. 

      Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, 

KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan 

bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi 

seorang saksi sebagai alat bukti. 

Dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, menentukan bahwa: 

a. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan 

sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa 

ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak 

lain daripada yang sebenarnya. 

b. Jika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli 

wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai 

memberikan keterangan. 

Selanjutnya didalam Pasal 161 KUHAP, menentukan bahwa : 

a. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk 

bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap 

dilakukan, sedang ia dengan, surat penetapan hakim ketua 

sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan 

Negara paling lama 14  (empat belas) hari. 

b. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau 

dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan 

janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan 

keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. 

      Mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi atau ahli 

yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, maka tidak dapat 

dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan 

keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. 
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      Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 185 ayat (7) 

KUHAP, menentukan bahwa : 

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai 

dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila 

keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah 

dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. 

2.10.2. Keterangan ahli 

      Ahli merupakan istilah yang didefinisikan sebagai orang yang 

mempunyai keahlian khusus tenang hal yang diperlukan untuk 

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan.
48

 Ahli biasa juga diartikan sebagai orang yang mahir, 

paham sekali dalam suatu ilmu atau pengetahuan.
49

 

      Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan ahli merupakan 

salah satu dari lima alat bukti. KUHAP menjelaskan keterangan ahli 

dalam Bab Ketentuan Umum, yaitu pada Pasal 1 butir 28 yang 

menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang 

diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal 

yang diperbolehkan untuk membuat terang suatu tindak pidana guna 

kepentingan pemeriksaan.  

      Pasal tersebut diatas tidak menjelaskan secara rinci siapa yang 

dimaksud dengan ahli, namun setidaknya ada dua unsur penting 

mengenai ahli yang dimaksudkan KUHAP, yaitu : 

a. Seseorang yang mempunyai keahlian khusus  

b. Keahlian itu dipakai untuk membuat terang suatu perkara 

pidana. 

2.10.3. Alat Bukti Surat 

      Didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa surat 

merupakan alat bukti yang menduduki urutan ketiga dari alat-alat 

bukti lain. 

      Pasal 187 KUHAP, menyatakan bahwa surat dibuat atas sumpah 

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : 

                                                           
      48 S. Tanosubroto. Dasar Dasar Hukum Acara Pidana, Bandung, Amrico, 1989, h. 70.   

      49 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI). (Jakarta, Balai Pustaka. 1988), h. 11.   
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a. Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang 

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat 

dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang 

kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami 

sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 

keterangannya itu; 

b. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 

yang termasuk dalam tata laksana yahng menjadi tanggung 

jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal 

atau sesuatu keadaan; 

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan yang diminta secara resmi kepadanya; 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 

dengan isi dari alat pembuktian yang lain; 

2.10.4. Alat Bukti Petunjuk 

      Alat bukti petunjuk didalam Pasal 188 ayat (1) KUHP dijelaskan 

bahwa : 

a. Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun 

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah 

terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 

b. Petunjuk sebagaimana diatur ayat 1 hanya dapat diperoleh dari : 

Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa, Penilaian atas 

kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah 

ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 

keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. 

      Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk 

berdasarkan pada penilaian oleh hakim. 

2.10.5. Keterangan Terdakwa   

      Pengertian mengenai keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 

189 ayat (1) KUHAP : 



31 

 

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 

tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 

alami sendiri”. 

      Dicermati pada ketentuan Pasal diatas, pada prinsipnya 

keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan 

terdakwa di sidang Pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu 

tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar 

sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di 

persidangan Pengadilan. 

 

2.11. Pengertian saksi  

      Di dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi didefinisikan sebagai : “saksi adalah 

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia 

lihat sendiri dan ia alami sendiri”. 

      Di dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi 

didefinisikan sebagai : “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan 

pengetahuannya itu”. 

      Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII-2010 

menjelaskan bahwa definisi saksi itu sendiri juga merupakan termasuk orang yang 

dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan 

suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri, tetapi juga setiap orang yang memiliki pengetahuan yang terkait langsung 

dengan terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi tercapainya 

keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan terdakwa. 

 

2.12. Saksi mahkota. 

     Istilah saksi mahkota tidak terdapat didalam peraturan perundang-undangan 

manapun yang mengatur mengenai hukum acara pidana di Indonesia yaitu didalam 

KUHAP. Sebenarnya saksi mahkota hampir sama halnya dengan saksi pada 

umumnya, namun terdapat perbedaan yaitu saksi mahkota diambil dari salah 

seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama – sama melakukan 

perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. 

Adapun mahkota yang diberikan tersebut diberikan kepada saksi yang berstatus 
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terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan/dihapuskan penuntutan terhadap 

perkaranya atau dierikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya 

tersebut dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan kesalahan yang pernah 

dilakukan. 

      Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tidak diketemukan dengan 

apa yang disebut mengenai saksi mahkota, namun dalam kenyataannya saksi 

mahkota ini ada dalam praktik. 

Adapun beberapa pendapat para sarjana mengenai maksud dari saksi mahkota, 

yaitu antara lain : 

a. Menurut pendapat Andi Hamzah. 

 “saksi mahkota adalah salah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi 

saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih 

mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi 

terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan”
50

 

b. Menurut pendapat Lilik Mulyadi 

“saksi mahkota adalah saksi yang berasal dan / atau diambil dari salah seorang 

atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama – sama melakukan 

perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan 

mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa 

tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau 

diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan 

ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi 

tersebut”.
51

 

      Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut dapat disimpulkan terdapat 

persamaan bahwa saksi mahkota adalah seorang tersangka / terdakwa yang 

kemudian menjadi saksi. Menurut pendapat dari Andi Hamzah dan Lilik Mulyadi 

menyatakan bahwa saksi mahkota dapat tidak diajukan sebagai terdakwa. 
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